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ABSTRAKSI 

 

NAMA  : PRAYOGA TEGUH KARISMA 

NIM   : 202010110311266 

JUDUL : DAMPAK KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK 

ASASI MANUSIA dan KEPENTINGAN PUBLIK : STUDI 

KASUS KONTEMPORER 

PEMBIMBING : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H 

  Shinta Ayu Purnamawati SH., M.H 

 

Penegakan hukum pidana merupakan bidang yang seringkali menghadapi tantangan 

kompleks dalam menyeimbangkan hak asasi individu dengan kepentingan publik yang lebih 

luas. Kajian ini mengkaji secara mendalam perbandingan antara prinsip hak asasi manusia 

dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum dalam konteks penegakan hukum pidana. 

Penulis menggambarkan konflik ini melalui studi kasus hukum pidana kontemporer yang 

mencerminkan situasi dunia nyata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis 

isi. Hasil penelitian ini secara khusus menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara 

perlindungan hak-hak individu yang dijamin oleh hukum dan kebutuhan mendesak untuk 

menjaga ketertiban sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Dengan 

mengeksplorasi konsep ini, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih 

mendalam tentang bagaimana penegakan hukum pidana berdampak pada hak asasi manusia 

dalam konteks dunia modern yang kompleks. 

 

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana; Hak asasi Manusia; Kepentingan umum; Konflik 

Hukum; Dampak Kebijakan Hukum 
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ABSTRACT 

 

 

NAMA  : PRAYOGA TEGUH KARISMA 

NIM   : 20201011311266 

TITLE : THE IMPACT OF CRIMINAL LEGAL POLICIES ON 

HUMAN RIGHTS AND PUBLIC INTERESTS: A 

CONTEMPORARY CASE STUDY 

ADVISER : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H 

  Shinta Ayu Purnamawati SH., M.H 

 

Criminal law enforcement is a field that often faces complex challenges in balancing 

individual human rights with the broader public interest. This study examines in depth the 

comparison between human rights principles and the need to maintain public order in the 

context of criminal law enforcement. The author illustrates this conflict through 

contemporary criminal law case studies that reflect real-world situations. The research 

method used in this research is a descriptive qualitative method. Data collection techniques 

use content analysis techniques. The results of this research particularly highlight the 

ongoing tension between the protection of individual rights guaranteed by law and the urgent 

need to maintain social order required by society as a whole. By exploring this concept, this 

research contributes to a deeper understanding of how criminal law enforcement impacts 

human rights in the complex context of the modern world. 

 

Keyword : Criminal Law Enforcement; Human Rights; Public Interest; Legal Conflict; 

Impact of Legal Policy 
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